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PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 34/PMK.02/2010
TENTANG

TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DARI DIVIDEN DAN SISA SURPLUS BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan

Pajak dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan, telah diatur ketentuan mengenai tata cara
penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pgak dari hasil-hasi|
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.02/2005;

. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan

ketentuan mengena penyetoran hasil-hasil pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan sehubungan dengan telah
diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pgak yang Terutang,
perlu mengatur kembali tata cara penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pgak dari Dividen dan Sisa Surplus Bank
Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 41/PMK.02/2005;
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Mengingat :

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pgak dari Dividen dan Sisa Surplus Bank
Indonesig;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pgjak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 7);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pgak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonessa Nomor 3694),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.
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Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3760);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan dan Kewenangan Menteri Keuangan
pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusshaan Umum
(Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pgak yang Berlaku pada
Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4313);

Peraturan Pemerintah  Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4556);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara

12.
13.

Penentuan Jumah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pgak Yang Terutang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);

Keputusan Presiden Nomor 84/ P Tahun 2009;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 149/PM K .01/2008;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK DARI DIVIDEN DAN SISA SURPLUS BANK
INDONESIA.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.

(1)

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.

Dividen adalah bagian Pemerintah atas laba BUMN dan Perseroan Terbatas
Lainnya.

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN
yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang
seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sashamnya dimiliki
oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya menggar
keuntungan.

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang
seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang
bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang bermutu tinggi dan sekaligus mengegjar keuntungan berdasarkan prinsip
pengelolaan perusahaan.

Perseroan Terbatas Lainnya adalah perseroan terbatas yang sahamnya
dimiliki Negara Republik Indonesia kurang dari 51%.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah
Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
Direks atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar.

Sisa Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah adalah bagian Pemerintah
dari Surplus Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk
melakukan kewgjiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pgak sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Wajib Bayar wajib membayar seluruh Dividen yang terutang secara tunai
paling lambat pada saat jatuh tempo.
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